
 

 

  



 

 

KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat diselesaikan, 

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja sebagai unsur 

Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu 

Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2018-2023. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun 

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa Tahun 2022 merupakan 

bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan 

akuntabilitas. 

Komitmen dalam penyusunan LKjIP Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, bertujuan 

memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk 

senantiasa meningkatkan kinerjanya. 
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Penyusunan Laporan 

setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur 

perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan 

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap 

instansi pemerintah, yang dalam hal ini ad

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bone Tahun 202

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

kinerja tahunan yang berisi pertanggung

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis 

Kinerja Instansi Pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian sasaran strategis 

akuntabilitas sebagai pijakan

diwujudkan. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

dilaksanakan berdasarkan

tentang Pemerintahan Daerah 

2014 tentang Sistem A

secara teknis Penyusunan LKjIP

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja 

organisasi secara transparan dan akuntabel me

pertanggungjawaban atas kinerja 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone dimaksudkan sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dala

A. UMUM 
aporan Kinerja Instansi Pemerintah  dilakukan pada 

setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur 

perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan 

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap 

instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan 

n Desa Kabupaten Bone Tahun 2022.  

inerja Instansi Pemerintah menjadi dokumen laporan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi 

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.Penyampian Laporan

Instansi Pemerintah ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian sasaran strategis suatu Instansi.Disinilah esensi Dari prinsip 

akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasar

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja 

organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja Isntansi Pemerintah. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone dimaksudkan sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dala

dilakukan pada 

setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur 

perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan 

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap 

alah Dinas Pemberdayaan 

menjadi dokumen laporan 

jawaban kinerja suatu instansi 

instansi.Penyampian Laporan 

dimaksudkan sebagai perwujudan 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

.Disinilah esensi Dari prinsip 

bagi instansi pemerintah ditegakkan dan 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

23 Tahun 2014 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Serta 

dilakukan dengan berdasar pada 

Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja 

rupakan bentuk 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone dimaksudkan sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam 
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capaian sasaran strategis, yang diukur berdasarkan Indikator kin

Utama (IKU) dalam

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, khusus

Kinerja Tahun 2022. 

Tujuan dari pelaporan Kinerja Instansi 

Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bone Tahun 2022

kualitas akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kab. Bone, Meningkatkan Komitmen d

dengan instansi terkait maupun para pem

(stakeholders) mencakup perencenaan kinerja, pelaskanaan kinerja dan 

evaluasi kinerja serta memberikan informasi kinerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarak

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang tela

dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan yang 

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

 

 

 

 

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa diatu

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Tugas fokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masy

yaitu sebagai berikut:

 

 

 

 

 B.      ORGANISASI

capaian sasaran strategis, yang diukur berdasarkan Indikator kin

Utama (IKU) dalam Renstra Perubahan 2018 – 2023 Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, khususnya Penetapan 

 

Tujuan dari pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas 

Masyarakat Kab. Bone Tahun 2022 untuk Meningkatkan 

kualitas akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kab. Bone, Meningkatkan Komitmen dan Kerja sama yang baik 

dengan instansi terkait maupun para pemangku kepentingan 

(stakeholders) mencakup perencenaan kinerja, pelaskanaan kinerja dan 

evaluasi kinerja serta memberikan informasi kinerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2022

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan 

dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan yang 

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 78 

entang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Tugas fokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

yaitu sebagai berikut: 

ORGANISASI 

capaian sasaran strategis, yang diukur berdasarkan Indikator kinerja 

2023 Dinas 

nya Penetapan 

Pemerintah (LkjIP) Dinas 

untuk Meningkatkan 

kualitas akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

n Kerja sama yang baik 

angku kepentingan 

(stakeholders) mencakup perencenaan kinerja, pelaskanaan kinerja dan 

evaluasi kinerja serta memberikan informasi kinerja Dinas 

at dan Desa Kab. Bone Tahun 2022 yang 

h dilaksanakan 

dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan yang 

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. 

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Peraturan Bupati Bone Nomor 78 

entang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

rakat dan Desa 
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1. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambar 1.1 Tugas Pokok Dinas PMD

Gambar 1.

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi : 

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Gambar 1.1 Tugas Pokok Dinas PMD 

Gambar 1.2 Fungsi Dinas PMD 

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan 

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 

susunan orgnaisasi sebagai berikut

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Peraturan Bupati No.78 Tahun 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambar 1.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 

susunan orgnaisasi sebagai berikut : 

umber Data : Peraturan Bupati No.78 Tahun 2021 

Untuk melihat dokumen Peraturan 
Bupati No.78 Tahun 2021 
silahkan memindai Kode QR di 
samping 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas PMD 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 

Untuk melihat dokumen Peraturan 
Bupati No.78 Tahun 2021 
silahkan memindai Kode QR di 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone 

menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya 

Manusia/ Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan 

pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia / Aparatur menjdi 

kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia / Aparatur pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

 

Sumber Data :DUK DPMD Kab. Bone

Gambar 1.4 Sumber Daya Manusia 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone 

ggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya didukung oleh Sumber Daya 

/ Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan 

pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia / Aparatur menjdi salah satu 

kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia / Aparatur pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPMD Kab. Bone Tahun 2022 

4 Sumber Daya Manusia Dinas PMD Kab. Bone

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dalam 

dukung oleh Sumber Daya 

/ Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan 

salah satu 

kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia / Aparatur pada Dinas Pemberdayaan 

Kab. Bone 
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Berdasarkan gambar

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone di dominasi oleh 

Sarjana, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah 

yakni, sebanyak 14 orang yang berijasah S1  dan 

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bone sebanyak 25 orang, terdiri dari 

perempuan, dimana jumlah pegawai terbanyak berdasarkan pangkat dan 

golongan terbanyak pada golongan III/d dan masing

terdapat dalam golongan IV/c, IV/b, II/d, dan II/a.

Berdasarkan DIKLAT PIM Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Bone didominasioleh DIklat PIM IV yang terdiri dari 3 

oraang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bone yang bereselon sebanyak 1

Eselon II b (Kepala Dinas),1 orang 

b (Kepala Bidang),dan 1 orang 

 

 

 

 

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

yang dituangkan dalam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.     ISU STRATEGIS

Kurang 
berfungsinya 
lembaga dan 

organisasi 
masyarakat 
perdesaan 

Kurang 
memadainya 

kondisi 
infrastruktur 

Gambar 1.5 Isu Strategis 

gambar 1.4, tingkat pendidikan pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone di dominasi oleh 

Sarjana, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pegawai yang berijasah Sarjana 

orang yang berijasah S1  dan 8 orang yang berijasah S2.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

orang, terdiri dari 13 orang laki-laki dan 1

perempuan, dimana jumlah pegawai terbanyak berdasarkan pangkat dan 

k pada golongan III/d dan masing-masing 1 orang yang 

terdapat dalam golongan IV/c, IV/b, II/d, dan II/a. 

Berdasarkan DIKLAT PIM Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Bone didominasioleh DIklat PIM IV yang terdiri dari 3 

laki dan 5 orang perempuan. 

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bone yang bereselon sebanyak 15 orang, terdiri dari 1 or

1 orang Eselon III a (Sekretaris), 4 orang Es

orang Esalon IV aKepala Sub Bagian. 

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 adalah : 

ISU STRATEGIS 

Kurang 
memadainya 

kondisi 
infrastruktur desa 

Menurunnya nilai 
– nilai sosial 

masyarakat dan 
penghargaan 

terhadap adat dan 
istiadat budaya 

lokal 

5 Isu Strategis Dinas PMD Kab. Bone 

, tingkat pendidikan pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone di dominasi oleh 

pegawai yang berijasah Sarjana 

orang yang berijasah S2. 

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

laki dan 12 orang 

perempuan, dimana jumlah pegawai terbanyak berdasarkan pangkat dan 

masing 1 orang yang 

Berdasarkan DIKLAT PIM Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Bone didominasioleh DIklat PIM IV yang terdiri dari 3 

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

1 orang 

Eselon III 

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Masih lemahnya 
peran serta 
perempuan 

perdesaan dalam 
kehidupan sosial 
kemasyarakatan 

dan berpartisipasi 
dalam 

pembangunan 
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Dengan ditetapkannya Undang

tentang Desa maka Desa diberikan kesempatan yang besar untuk 

mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualtas hidup 

masyarakat Desa. Pemerintah D

dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang 

dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik 

Desa yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparan, 

profesional, efektif, dan efisien, agar terhindar dari resiko terjadinya 

penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Pengelolaan keuangan Desa diharapkan dapat mengikuti 

perkembangan teknologi pada era digitalisi. Pemanfaatan teknologi 

informasi khususnya dalam pengelolaan keua

dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) yang memberikan ruang 

bahwa teknologi informasi merupakan salah satu sarana atau piranti 

yang dapat digunakan dalam pengolahan laporan

ASPEK STRATEGI
ORGANISASI

D. 

Belum optimalnya 
lembaga ekonomi 
masyarakat dalam 

rangka 
meningkatkan 
kesejahteraan 

masyarakat 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa maka Desa diberikan kesempatan yang besar untuk 

mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualtas hidup 

masyarakat Desa. Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri 

dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang 

dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik 

Desa yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparan, 

, dan efisien, agar terhindar dari resiko terjadinya 

penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. 

Pengelolaan keuangan Desa diharapkan dapat mengikuti 

perkembangan teknologi pada era digitalisi. Pemanfaatan teknologi 

informasi khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa ini sejalan 

dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) yang memberikan ruang 

bahwa teknologi informasi merupakan salah satu sarana atau piranti 

yang dapat digunakan dalam pengolahan laporan 

ASPEK STRATEGIS  
ORGANISASI 

Kurang 
optimalnya 

pengelolaan 
sumber daya 
desa, potensi 

desa dan 
teknologi tepat 

guna serta 
lingkungan hidup 

Penyelenggaraan 
pemerintahan 

yang baik

Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa maka Desa diberikan kesempatan yang besar untuk 

mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualtas hidup 

esa diharapkan untuk lebih mandiri 

dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang 

dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik 

Desa yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparan, 

, dan efisien, agar terhindar dari resiko terjadinya 

Pengelolaan keuangan Desa diharapkan dapat mengikuti 

perkembangan teknologi pada era digitalisi. Pemanfaatan teknologi 

ngan Desa ini sejalan 

dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) yang memberikan ruang 

bahwa teknologi informasi merupakan salah satu sarana atau piranti 

 dengan 

Penyelenggaraan 
pemerintahan 

yang baik 
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mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan 

piranti keras (hardware) yang dioperasiakan dengan prosedur tertentu.

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan Desa 

berbasis teknologi tersebut, Pemerintah Desa difasi

yang diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi 

ini diharapkan memberikan kemudahan bagi aparatur Desa khususnya 

kaur keuangan dalam menyusun perencanaan keuangan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban d

waktu. 

Di Kabupaten Bone sendiri, seluruh pemerintah Desa sudah 

mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018, namun 

dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan hambatan yang 

dihadapi. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

pemerintah Desa saat ini masih sistem offline. Hasil inputan realisasi 

keuangan desa pada Siskeudes offline tidak bisa dilihat secara realtime. 

Database siskeudes masih harus disampaikan secara manual ke Admin 

Siskeudes yang ada di Dinas Pem

untuk dikompilasi atau digabung. Hal ini menyebabkan Kewajiban 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PMD menyusun laporan ikhtisar 

keuangan desa baik dilaporan semester pertama maupun dilaporan akhir 

tahun sesuai Permendagri N

belum bisa terpenuhi secara tepat waktu disebabkan karena masih 

banyak Desa yang terlambat menyampaikan laporannya.

 

mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan 

piranti keras (hardware) yang dioperasiakan dengan prosedur tertentu.

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan Desa 

berbasis teknologi tersebut, Pemerintah Desa difasiltasi sebuah aplikasi 

yang diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi 

ini diharapkan memberikan kemudahan bagi aparatur Desa khususnya 

kaur keuangan dalam menyusun perencanaan keuangan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa secara tepat 

Di Kabupaten Bone sendiri, seluruh pemerintah Desa sudah 

mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018, namun 

dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan hambatan yang 

dihadapi. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan 

pemerintah Desa saat ini masih sistem offline. Hasil inputan realisasi 

keuangan desa pada Siskeudes offline tidak bisa dilihat secara realtime. 

Database siskeudes masih harus disampaikan secara manual ke Admin 

Siskeudes yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

untuk dikompilasi atau digabung. Hal ini menyebabkan Kewajiban 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PMD menyusun laporan ikhtisar 

keuangan desa baik dilaporan semester pertama maupun dilaporan akhir 

tahun sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 69 dan 71 

belum bisa terpenuhi secara tepat waktu disebabkan karena masih 

banyak Desa yang terlambat menyampaikan laporannya. 

  

mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan 

piranti keras (hardware) yang dioperasiakan dengan prosedur tertentu. 

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan Desa 

ltasi sebuah aplikasi 

yang diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi 

ini diharapkan memberikan kemudahan bagi aparatur Desa khususnya 

kaur keuangan dalam menyusun perencanaan keuangan, 

esa secara tepat 

Di Kabupaten Bone sendiri, seluruh pemerintah Desa sudah 

mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018, namun 

dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan hambatan yang 

yang digunakan 

pemerintah Desa saat ini masih sistem offline. Hasil inputan realisasi 

keuangan desa pada Siskeudes offline tidak bisa dilihat secara realtime. 

Database siskeudes masih harus disampaikan secara manual ke Admin 

berdayaan Masyarakat dan Desa 

untuk dikompilasi atau digabung. Hal ini menyebabkan Kewajiban 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PMD menyusun laporan ikhtisar 

keuangan desa baik dilaporan semester pertama maupun dilaporan akhir 

omor 20 Tahun 2018 pada pasal 69 dan 71 

belum bisa terpenuhi secara tepat waktu disebabkan karena masih 
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Tujuan dan Sasaran pada Ren

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dan kaitannya dengan misi 

Kabupaten Bone yaitu tertuang pada matriks dibawah ini:

 

  Tabel 2.1 Matrik
Tujuan/Sasaran 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pembangunan dan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Sosial 
(IKS) Desa 
Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Ekonomi 
(IKE) Desa 
Meningkatnya Indeks 
Ketahanan 
Lingkungan/Ekologi 
(IKL) Desa 
Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Urusan DPMD 

Sumber Data: RenstraDinas PMD Kabupaten Bone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.     TUJUAN & SASARAN

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dan kaitannya dengan misi 

Kabupaten Bone yaitu tertuang pada matriks dibawah ini: 

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Target Kinerja Pada Tahun ke

2019 2020 2021 
Jumlah Desa 
Maju dan 
Mandiri 

  31 

atnya Indeks 
Ketahanan Sosial 

Nilai Rata – rata 
IKS  

  0,7262 

Indeks 
Ketahanan Ekonomi 

Nilai Rata – rata 
IKE  

  0,5457 

Meningkatnya Indeks Nilai Rata – rata 
IKL 

  0,6618 

Akuntabilitas Kinerja 
Predikat Nilai 
Sakip Oleh APIP 

  B 

Dinas PMD Kabupaten Bone 2018-2023 

.     TUJUAN & SASARAN 

2023 Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dan kaitannya dengan misi 

2023 
Target Kinerja Pada Tahun ke- 

2022 2023 
39 47 

0,7282 0,7302 

0,5477 0,5497 

0,6638 0,6658 

BB BB 
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Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang 

disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi 

yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas

tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh 

faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bone Adalah Sebagai Berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B.     STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Strategi 

01 

02 

03 

04 

05 

Mengoptimalkan peran aparatur 
pemerintah desa, pemberdayaan 
lembaga dan masyarakat desa dalam 
pelaksanaan dan pengawasan 
pemangunan di desa yang ramah 
lingkungan 

Mengoptimalkan pengembangan 
pelayanan posyandu dan PAUD 
terintegrasi di desa

Mengoptimalkan peran lembaga 
kemasyarakatan dan 
yang ada di desa

Mengoptimalkan peran masyarakat 
khusus perempuan di perdesaan 
dalam peningkatan 
keluarga 

Mengoptimalkan peningkatan lembaga 
ekonomi masyarakat di desa

adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang 

disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi 

yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas

tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh 

lingkungan eksternal maupun internal. 

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bone Adalah Sebagai Berikut: 

B.     STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN 

 

06 

07 

08 

09 

Mengoptimalkan peran aparatur 
pemerintah desa, pemberdayaan 
lembaga dan masyarakat desa dalam 
pelaksanaan dan pengawasan 
pemangunan di desa yang ramah 

Mengoptimalkan pengembangan 
pelayanan posyandu dan PAUD 
terintegrasi di desa 

Mengoptimalkan peran lembaga 
kemasyarakatan dan lembaga adat  
yang ada di desa 

Mengoptimalkan peran masyarakat 
khusus perempuan di perdesaan  
dalam peningkatan kesejahteraan 

Mengoptimalkan peningkatan lembaga 
ekonomi masyarakat di desa 

Pengembangan kerjasama antar 
pemerintah desa dan pelaku dunia 
usaha 

Pengembangan kawasan perdesaan

Mengoptimalkan peran aparatur 
pemerintah desa, pemberdayaan 
lembaga dan masyarkat desa dalam 
pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan di desa yang ramah 
lingkungan 

Mengoptimalkan prencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi program 
dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa

Gambar 2.1 Strategi Dinas PMD 

adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang 

disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi 

yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-

tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh 

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Pengembangan kerjasama antar 
pemerintah desa dan pelaku dunia  

Pengembangan kawasan perdesaan 

Mengoptimalkan peran aparatur 
pemerintah desa, pemberdayaan 
lembaga dan masyarkat desa dalam 
pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan di desa yang ramah 

Mengoptimalkan prencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi program  
dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

12



 

 

 

 

Arah kebijakan 

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bone Adalah Sebagai Berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arah Kebijakan

Gambar 2.

01 

02 

03 

04 

05 

Penguatan sumber daya aparat 
pemerintah desa, lembaga 
kemasyarakatan, lembaga adat dan 
masyarakat desa serta pelaksanaan 
pembinaan, monitoring, evaluasi 
penyelenggaraan pemerintah deda

Penguatan posyandu dan PAUD 
terintegrasi 

Penguatan pengurus lembaga 
kemasyarakatan dan lembaga adat 
desa serta mendorong te
lembaga adat setiap desa

Mendorong partisipasi masyarakat desa 
khususnya perempuan dalam 
membangun desa sebagai 
peningkatan kesejahteraan keluarga

Pembentukan dan Penguatan
 BUMDES di setiap desa

 merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan 

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan. 

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bone Adalah Sebagai Berikut: 

Arah Kebijakan 

Gambar 2.2 Arah Kebijakan Dinas PMD 

06 

07 

08 

09 

Penguatan sumber daya aparat 
pemerintah desa, lembaga 
kemasyarakatan, lembaga adat dan 
masyarakat desa serta pelaksanaan 
pembinaan, monitoring, evaluasi 
penyelenggaraan pemerintah deda 

Penguatan posyandu dan PAUD 

Penguatan pengurus lembaga 
kemasyarakatan dan lembaga adat  
desa serta mendorong terbentuknya 
lembaga adat setiap desa 

Mendorong partisipasi masyarakat desa 
khususnya perempuan dalam 
membangun desa sebagai wujud 
peningkatan kesejahteraan keluarga 

Pembentukan dan Penguatan 
BUMDES di setiap desa 

Menciptakan proses pelayanan public 
yang efektif dan efesien yang 
mendukung peningkatan kerjasama di 
desa 

Penyusunan dokumen perencanaan 
kawasan perdesaan dan penguatan 
kelembagaan di kawasan perdesaan 

Penguatan sumber daya 
pemerintah desa, lembaga 
kemasyarakatan, lembaga adat dan 
masyarakat desa serta pelaksanaan 
pembinaan, monitoring, evaluasi 
penyelenggaraan pemerintah desa

Peningkatan kapasitas dan penguatan 
sumber daya aparat pemerintah pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan 

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Menciptakan proses pelayanan public 
dan efesien yang 

mendukung peningkatan kerjasama di 

Penyusunan dokumen perencanaan 
kawasan perdesaan dan penguatan 
kelembagaan di kawasan perdesaan  

Penguatan sumber daya aparat 
pemerintah desa, lembaga 
kemasyarakatan, lembaga adat dan 
masyarakat desa serta pelaksanaan 
pembinaan, monitoring, evaluasi 
penyelenggaraan pemerintah desa 

Peningkatan kapasitas dan penguatan 
sumber daya aparat pemerintah pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
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 IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya 

dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau 

instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan 

menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. 

 Indikator Kiner

Desa ditetapkan melalui 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 

Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.      INDIKATOR KINERJA UTAMA

KU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya 

dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau 

instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan 

menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.  

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 

Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.  

 

C.      INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya 

dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau 

instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 
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Tabel 2.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Sasaran 

1 Meningkatnya 
Indeks 
Ketahanan 
Lingkungan/Ekol
ogi ( IKL ) Desa

2 Meningkatnya 
Indeks 
Ketahanan 
Sosial ( IKS ) 
Desa 

3 Meningkatnya 
Indeks 
Ketahanan 
Ekonomi ( IKE ) 
Desa 

4 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Urusan 
DPMD 

 Sumber Data:Perbup No. 101 Tahun 202

 

 

 

 

  

 Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas 

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.Perjanjian kinerja disepakati 

bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan 

anggaran. 

 

 

 

D.      PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 Indikator 
Kinerja 
Utama 

Tahun
2019 2020 2021 

Meningkatnya 

Lingkungan/Ekol
ogi ( IKL ) Desa 

Nilai Rata – 
rata IKL 

  0,6618 

Meningkatnya 

Sosial ( IKS ) 

Nilai Rata – 
rata IKS  

  0,7262 

Meningkatnya 

Ekonomi ( IKE ) 

Nilai Rata – 
rata IKE  

  0,5457 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Urusan 

Predikat 
Nilai Sakip 
Oleh APIP 

  B 

No. 101 Tahun 2021 

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas 

rentang waktu satu tahun.Perjanjian kinerja disepakati 

bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan 

 

 

PERJANJIAN KINERJA 

Tahun 
2022 2023 

0,6638 0,6658 

0,7282 0,7302 

0,5477 0,5497 

BB BB 

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas 

rentang waktu satu tahun.Perjanjian kinerja disepakati 

bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja
Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Sosial ( IKS ) Desa 

Nilai Rata 
rata IKS 

Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Ekonomi ( IKE ) 
Desa 

Nilai Rata 
rata IKE 

Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Lingkungan/Ekologi 
( IKL ) Desa 

Nilai Rata 
rata IKL

Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Urusan DPMD 

Predikat 
Nilai Sakip 
Oleh APIP

Jumlah

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 202

 

 

 

 

 

 

Untuk melihat dokumen perjanjian kinerja DPMD Tahun 
2022 silahkan memindai Kode QR di samping

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 202

Indikator 
Kinerja 

Target Program 

Nilai Rata – 
rata IKS  

0,7282 Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 
 
Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 
 

Nilai Rata – 
rata IKE  

0,5477 Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 
 
Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

Nilai Rata – 
rata IKL 

0,6638 Program Peningkatan 
Kerjasama Desa 
 
Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 
 

Predikat 
Nilai Sakip 
Oleh APIP 

BB Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas PMD 

Untuk melihat dokumen perjanjian kinerja DPMD Tahun 
2022 silahkan memindai Kode QR di samping 

Tahun 2022 
Anggaran 

Rp. 2.799.414.325 
 
 
 
 
Rp. 147.613.040 
 
 

Rp. 331.817.900 
 
 
 
 
Rp. 400.524.704 
 
 
 
 
 
Rp. 187.729.900 
 
 
 
Rp. 126.382.530 
 
 
 
 
Rp. 9.540.980.480 

Rp. 13.534.462.879 
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 Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi 

pemerintah. 

 Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat 

daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau ke

pelaksanaan kebijakan teknis, program

dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja 

Masyarakat dan Desa

pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari 

pelaksanaan kebijakan teknis, program

sebagai berikut:  

Tabel 2.

Nilai % 

110 ke atas 
90 ≤ x < 110 
60 ≤ x < 90 

X < 60 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target 

indikator kinerja adalah: 

 

 
 
  

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan. Adapun Skala yang digunakan terkait dengan p

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟

 E.      STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi 

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat 

daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari 

pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan

dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kab.Bone maka telah ditetapkan standar 

pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari 

pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan

Tabel 2.4 Standar Penilaian Kinerja 

Pencapaian 

Sangat Tercapai/Sangat Berhasil 
Tercapai/Berhasil 

Cukup Tercapai/Cukup Berhasil 
Tidak Tercapai/Tidak Berhasil 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target 

indikator kinerja adalah:  

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan. Adapun Skala yang digunakan terkait dengan perhitungan capaian 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100

E.      STANDAR PENILAIAN KINERJA 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi 

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat 

gagalan dari 

dan sub kegiatan. Agar 

Dinas Pemberdayaan 

maka telah ditetapkan standar 

pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari 

dan sub kegiatan 

 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

erhitungan capaian 

100% 
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kinerja evaluasi SAKIP, berdasarkan 

12 Tahun 2015, yang terdiri:

                           Tabel 2.5 Skala Predikat SAKIP
Keterangan

AA ( Sangat Memuaskan)

A ( Memuaskan) 

BB ( Sangat Baik) 

B (Baik) 

CC (Cukup) 

C (Kurang) 

D (Sangat Kurang) 

 

 
 
 

 

kinerja evaluasi SAKIP, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 

12 Tahun 2015, yang terdiri: 

Tabel 2.5 Skala Predikat SAKIP 
Keterangan Skor 

AA ( Sangat Memuaskan) 7 (Tujuh) 

6 (Enam) 

5 (Lima) 

4 (Empat) 

3 (Tiga) 

2 (Dua) 

1 (Satu) 

tingkatan yang diatur dalam permenpan 
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Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

menunjukkan setiap pernyataan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan hasil pengukuran 

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

membandingkan antara target kinerja s

dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja 

tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada 

tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Pemberdayaan Masyarakat da

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.      CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Gambar 3.1 Tujuan/Sasaran 

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan hasil pengukuran 

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengukuran kinerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja 

tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada 

tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliput:  

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

3.1 Tujuan/Sasaran Dinas PMD Kab.Bone 

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

kinerja sasaran strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan hasil pengukuran 

Pengukuran kinerja 

dilakukan dengan 

etiap indikator tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja 

tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada 

tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas 
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Capaian kinerja tahun anggaran 2022

pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan 

realisasinya pada tahun 202

berikut:  

Tabel 3.1 Target 
Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja
Meningkatnya 
Indeks Ketahanan 
Sosial ( IKS ) Desa 

Nilai Rata 
– rata IKS 

Meningkatnya 
Indeks Ketahanan 
Ekonomi ( IKE ) 
Desa 

Nilai Rata 
– rata IKE 

Meningkatnya 
Indeks Ketahanan 
Lingkungan/Ekologi 
( IKL ) Desa 

Nilai Rata 
– rata IKL

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Urusan 
DPMD 

Predikat 
Nilai 
Sakip 
oleh APIP

Rata

Sumber Data:Data di olah oleh Dinas PMD

 

  

 

 

 

 

 

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Untuk melihat dokumen IKU Tahun  2022 
Silahkan memindai kodeQR di samping

aian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil 

pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan 

realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 
Indikator 
Kinerja 

Target 
2022 

Realisasi 
2022 

Capaian 
2022 

Nilai Rata 
rata IKS  

0,7282 0,7711 106% Berhasil

Nilai Rata 
rata IKE  

0,5477 0,6380 116% Sangat 
Berhasil

Nilai Rata 
rata IKL 

0,6638 0,7732 116% Sangat 
Berhasil

Predikat 

Sakip 
oleh APIP 

BB 
(70-80) 

A 
 

104% Berhasil

Rata-rata 
110% Sangat 

Berhasil
Sumber Data:Data di olah oleh Dinas PMD Tahun 2023 

  

  

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Untuk melihat dokumen IKU Tahun  2022  
Silahkan memindai kodeQR di samping 

merupakan hasil 

pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan 

sebagaimana dijelaskan dalam tabel 

Ket. 

Berhasil 

Sangat 
Berhasil 

Sangat 
Berhasil 

Berhasil 

Sangat 
Berhasil 

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

21



 

  Berdasarkan data di atas, rata 

target sasaran strategis d

Pada sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial ( IKS ) 

Desa dengan indikator Nilai rata 

sebesar 0,7711, capaian 10

perhitungan adalah Jumlah Nilai IKS Desa dibagi jumlah Desa. 

Jumlah nilai IKS Desa sebesar

Desa. 

Pada sasaran 

indikator Nilai rata 

0,6380, capaian 1

perhitungan adalah Jumlah Nilai IKE Desa dibagi jumlah Desa. 

Jumlah nilai IKE Desa sebesa

Desa. 

Pada sasaran

Lingkungan/Ekologi ( IKL )

sebesar 0,6638, realisasi sebesar 

kategori sangat berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Nilai 

IKL Desa dibagi jumlah Desa. Jumlah nilai IKL Desa sebes

dan jumlah Desa sebesar 328 Desa.

Pada sasaran 

DPMD 104% dengan kategori berhasil

 

 

 

Tahun 2022

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018 

Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa apabila disandingkan dengan tahun 

sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

 

Realiasasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, rata – rata keberhasilan 

target sasaran strategis dari setiap indikator sebesar 110% 

Pada sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial ( IKS ) 

Desa dengan indikator Nilai rata - rata IKS sebesar 0,7282, realisasi 

, capaian 106 % dengan kategori berhasil. Form

perhitungan adalah Jumlah Nilai IKS Desa dibagi jumlah Desa. 

Jumlah nilai IKS Desa sebesar 32,31 dan jumlah Desa sebesar 328 

Pada sasaran Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD

indikator Nilai rata - rata IKE sebesar 0,5457, realisasi sebesar

, capaian 116% dengan kategori sangat berhasil. Formulasi 

perhitungan adalah Jumlah Nilai IKE Desa dibagi jumlah Desa. 

Jumlah nilai IKE Desa sebesar 35,36 dan jumlah Desa sebesar 328 

Pada sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan 

ingkungan/Ekologi ( IKL ) Desa dengan indikator Nilai rata 

8, realisasi sebesar 0,7732, capaian 116% dengan 

berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Nilai 

IKL Desa dibagi jumlah Desa. Jumlah nilai IKL Desa sebes

dan jumlah Desa sebesar 328 Desa. 

Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan 

dengan kategori berhasil. 

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana 

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018 

Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa apabila disandingkan dengan tahun 

sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut: 

  

Realiasasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018

keberhasilan capaian 

Pada sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial ( IKS ) 

2, realisasi 

% dengan kategori berhasil. Formulasi 

perhitungan adalah Jumlah Nilai IKS Desa dibagi jumlah Desa. 

dan jumlah Desa sebesar 328 

Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD dengan 

0,5457, realisasi sebesar 

% dengan kategori sangat berhasil. Formulasi 

perhitungan adalah Jumlah Nilai IKE Desa dibagi jumlah Desa. 

dan jumlah Desa sebesar 328 

Meningkatnya Indeks Ketahanan 

Desa dengan indikator Nilai rata - rata IKL 

% dengan 

berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Nilai 

IKL Desa dibagi jumlah Desa. Jumlah nilai IKL Desa sebesar 35,36 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan 

pelaksanaan Rencana 

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018 – 2023. 

Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa apabila disandingkan dengan tahun 

Realiasasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 
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Tujuan/ Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Data Awal 
2018

Meningkatnya Indeks 

Ketahanan Sosial  

( IKS ) Desa 

Nilai Rata – 

rata IKS  

0,6260

Meningkatnya Indeks 

Ketahanan Ekonomi 

( IKE ) Desa 

Nilai Rata – 

rata IKE  

0,4929

Meningkatnya Indeks 

Ketahanan 

Lingkungan/Ekologi  

( IKL ) Desa 

Nilai Rata – 

rata IKL 

0,6364

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Urusan DPMD 

Predikat Nilai 

Sakip oleh 

APIP 

Sumber Data: Data diolah Oleh Dinas PMD 

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 
Data Awal 

2018 
Realisasi Kinerja 

2019 2020 2021 2022 2023 2019
0,6260 0,7116 0,7235 0,7459 0,7711 - 100%

0,4929 0,5311 0,5680 0,6013 0,6380 - 100%

0,6364 0,6463 0,6445 0,6836 0,7732 - 100%

- B BB A A - 100%

 Tahun 2023

 
Capaian Kinerja 

2019 2020 2021 2022 2023 
100% 100% 103% 106% - 

100% 100% 110% 116% - 

100% 100% 103% 116% - 

100% 102% 103% 104% - 
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Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap 

indikator rata – 

Pemberdayaan Masyarak

dengan penjelasan sebagai berikut:

 

 

 

Indikator : Nilai Rata 

Realisasi Tahun 202

Realisasi Tahun 202

sebesar 0,7235, di lihat dari

Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

 

 

 

Indikator : Nilai Rata 

Realisasi Tahun 202

Realisasi Tahun 

sebesar 0,5680, di lihat dari realisasi dari tahun 20

Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

 

 

 

Indikator : Nilai Rata

Realisasi Tahun 202

Realisasi Tahun 202

sebesar 0,6445, di 

Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

n data di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap 

 rata capaian diatas target pada Renstr

Pemberdayaan Masyarakdan Desa Kab. Bone Tahun 2018 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

Nilai Rata – rata IKS 

Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,7711 dengan capaian 10

Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,7459 dan realisasi Tahun 20

, di lihat dari realisasi dari tahun 2020 sampai dengan 

dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Nilai Rata – rata IKE 

Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,6380 dengan capaian 11

  2021 sebesar 0,6013 dan realisasi Tahun 20

, di lihat dari realisasi dari tahun 2020 sampai dengan 

dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Nilai Rata – rata IKL 

Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,7732 dengan capaian 116

Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,6836 dan realisasi Tahun 20

, di lihat dari realisasi dari tahun 2020 sampai dengan 

dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

n data di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap 

rata capaian diatas target pada Renstra Dinas 

dan Desa Kab. Bone Tahun 2018 – 2023 

dengan capaian 106%, 

dan realisasi Tahun 2020 

sampai dengan 

dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut 

dengan capaian 116%, 

dan realisasi Tahun 2020 

sampai dengan 

dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut 

,7732 dengan capaian 116%, 

dan realisasi Tahun 2020 

sampai dengan 

dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut 
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Indikator :Predikat Nilai Sakip oleh APIP

Nilai Sakip Tahun 2021 A (82,46) dan Pada Tahun 2022

dengan capaian sebesar

tersebut mengalami 

 

 

 

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja 

tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan 

sampai dengan tahun 202

sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 

dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 
Jangka Menengah Renstra 2018 

Sasaran Strategis 

Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Sosial (IKS) 
Desa 
Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Ekonomi (IKE) 
Desa 
2Meningkatnya Indeks 
Ketahanan 
Lingkungan/Ekologi (IKL) 
Desa 
Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Urusan DPMD 
Sumber Data: Data Diolah Oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 202

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa

IndIkator Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa tahun 2022

106% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,7302,  realisasi kinerja Indokator 

Realiasasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka 
Menengah Renstra

Predikat Nilai Sakip oleh APIP 

Nilai Sakip Tahun 2021 A (82,46) dan Pada Tahun 2022 

dengan capaian sebesar 104 dapat disimpulkan bahwa 

tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja 

tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja 

sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah 

sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 – 2023 seperti 

dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target 
Jangka Menengah Renstra 2018 -2023 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Jangka 

Menengah 

Realisasi 
Kinerja 

2022 
Nilai Rata – rata 
IKS  

0,7302 0,7711 

Nilai Rata – rata 
IKE  

0,5497 0,6380 

Nilai Rata – rata 
IKL 

0,6658 0,7732 

Predikat Nilai 
Sakip oleh APIP 

B A 

Data Diolah Oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja 

nan Sosial (IKS) Desa tahun 2022 sebesar 0,7

% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,7302,  realisasi kinerja Indokator 

Realiasasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka 
Menengah Renstra 

 A (86,00) 

disimpulkan bahwa indikator 

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja 

realisasi kinerja 

dengan target jangka menengah 

sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas 

2023 seperti 

2021 dengan target 

 
Capaian 

106% 

116% 

116% 

104% 

realisasi kinerja 

sebesar 0,7711 atau 

% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,7302,  realisasi kinerja Indokator 

Realiasasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka 
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Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa tahun 202

dari target akhir RENSTRA sebesar 0,5497

Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL)

116% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,6658, realisasi kinerja Indikator 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD tahun 2022 A dari target 

akhir RENSTRA sebesar B

diharapkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada indikator ini berkelanjutan 

dan bersinergi. 

 

 

 

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran  

strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator 

tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 

target dan realisasi standar pelayanan minimal/standa

tabel berikut:  

Realiasasi Kinerja 
Nasional Lainnya 

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa tahun 2022 sebesar 0,6380 atau 1

dari target akhir RENSTRA sebesar 0,5497, realisasi kinerja Indikator Indeks 

Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa tahun 2022 sebesar 0,7732 atau 

116% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,6658, realisasi kinerja Indikator 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD tahun 2022 A dari target 

akhir RENSTRA sebesar BB. Dengan capaian yang baik pada tahun 202

diharapkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada indikator ini berkelanjutan 

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran  

strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator 

tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 

target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiasasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar 

atau 116% 

kator Indeks 

sebesar 0,7732 atau 

116% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,6658, realisasi kinerja Indikator 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD tahun 2022 A dari target 

Dengan capaian yang baik pada tahun 2022, 

diharapkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada indikator ini berkelanjutan 

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran  

strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator 

tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 

r nasional sebagaimana 

dan Standar Pelayanan Minimal/Standar 
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Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar 

No 
Tujuan/ Sasaran 

Strategis 

1 Meningkatnya 

Indeks Ketahanan 

Sosial (IKS) Desa 

2 Meningkatnya 

Indeks Ketahanan 

Ekonomi (IKS) Desa

3 Meningkatnya 

Indeks Ketahanan 

Lingkungan/Ekologi 

(IKL) Desa 

4 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Urusan 

DPMD 

   Sumber Data:Renstra Dinas PMD Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, dijelaskan bahwa Dinas PMD 

Kab.Bone tidak ada hubungan atau kaitannya dengan realisasi kinerja yang 

berhubungan dengan standar pelayanan minimal dan standar nasional 

lainnya. 

Perbandingan pencapaian kinerja tujuan/sasaran Dinas PMD 

Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Dinas PMD Kabupaten 

disekitarnya  tergambarkan pada tabel berikut.

 

 

 

Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar 
Nasional Lainnya 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

2022 

Standar Nasional

Target 

2022 

Realisasi 

2022

- - - 

Ekonomi (IKS) Desa 

- - - 

Lingkungan/Ekologi 

- - - 

- - - 

tra Dinas PMD Tahun 2018-2023 

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, dijelaskan bahwa Dinas PMD 

Kab.Bone tidak ada hubungan atau kaitannya dengan realisasi kinerja yang 

berhubungan dengan standar pelayanan minimal dan standar nasional 

Perbandingan pencapaian kinerja tujuan/sasaran Dinas PMD 

Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Dinas PMD Kabupaten 

tergambarkan pada tabel berikut. 

Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar 

Standar Nasional 

Realisasi 

2022 

- 

- 

- 

- 

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, dijelaskan bahwa Dinas PMD 

Kab.Bone tidak ada hubungan atau kaitannya dengan realisasi kinerja yang 

berhubungan dengan standar pelayanan minimal dan standar nasional 

Perbandingan pencapaian kinerja tujuan/sasaran Dinas PMD 

Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Dinas PMD Kabupaten 
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Tabel 3.5 Perbandingan Indikator Kinerja Kabupaten/Kota

No 
Indikator 
Kinerja 

Kabupaten/K

1. Nilai Rata-

rata IKS 

Bone 
Nilai Rata-

rata IKE 

Nilai Rata-

Rata IKL 

2. Nilai Rata-

rata IKS 

Wajo 
Nilai Rata-

rata IKE 

Nilai Rata-

Rata IKL 

3. Nilai Rata-

rata IKS 

Sinjai 
Nilai Rata-

rata IKE 

Nilai Rata-

Rata IKL 

4. Nilai Rata-

rata IKS 

Maros 
Nilai Rata-

rata IKE 

Nilai Rata-

Rata IKL 

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa Realisasi Kab. Bone 

Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Nilai R

sebesar  0,7711, Kab. Wajo sebesar 0,758

Maros sebesar 0,8033 menunjukkan bahwa Realisasi Nilai Rata

Bone Tahun 2022 dan lebih tinggi 

 
Tabel 3.5 Perbandingan Indikator Kinerja Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota 
Realisasi 

2022 
Capaian 

2021 
Keterangan

 

0,7711 0,7459 

0,6380 0,6013 

0,7732 0,6836 

0,7581 0,7386 

0,6529 0,6130 

0,6817 0,6620 

 

0,8103 0,7920 

0,6883 0,6614 

0,7632 0,6975 

 

0,8033 0,7767 

0,7094 0,6294 

0,7033 0,6300 

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Tahun 2023 

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa Realisasi Kab. Bone 

Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Nilai Rata

Kab. Wajo sebesar 0,7581, Kab. Sinjai 0,8103 dan Kab. 

menunjukkan bahwa Realisasi Nilai Rata-rata IKS Kab.

ebih tinggi 1,30% dibandingkan  Kab.Wajo namun lebih 

Tabel 3.5 Perbandingan Indikator Kinerja Kabupaten/Kota 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa Realisasi Kab. Bone 

ata-rata IKS 

, Kab. Sinjai 0,8103 dan Kab. 

rata IKS Kab. 

namun lebih 
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rendah 3,92% dibandingkan dengan Kab. Sinjai dan 

Adapun Capaian Kab. Bone Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja 

tujuan/sasaran Nilai Rata-rata IKS sebesar 0,7459 

Kab. Sinjai 0,7920 dan Kab. Maros sebesar 0,7767 hal ini menunjukaan 

capaian Nilai Rata-rata IKS Tahun 2021 Kab. B

dibandingkan Kab. Wajo namun lebih rendah 4,61% dibandingkan dengan Kab. 

Sinjai dan 3,08% dari Kab. Maros

Realisasi Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja 

Tujuan/Sasaran Nilai Rata-

Kab. Sinjai 0,7632 dan Kab. Maros sebesar 0,7033 

Realisasi Nilai Rata-rata IKL 

Kab.Wajo, Kab. Sinjai dan Kab. Maros

berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Nilai Rata

0,6836 dan Kab. Wajo sebesar 0,

sebesar 0,6300 hal ini menunjukkan Capaian Nilai Rata

Tahun 2021 lebih tinggi 2,16% dibandi

Maros, namun lebih rendah 1,39% dari Kab. Sinjai.

Realisasi Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja 

Tujuan/Sasaran Nilai Rata-

Kab. Sinjai 0,6883 dan Kab. Maros sebesar 0,7094

Realisasi rata-rata IKE Kab.Bone Tahun 2022 lebih rendah 1,49% diba

Kab.Wajo dan 5,03% dari Kab Sinjai serta 7,14% dari Kab. Maros

Capaian Kab.Bone Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran 

Nilai Rata-rata IKE sebesar 0,6013 dan 

0,6614 dan Kab. Maros sebesar 0,6294 

Rata-rata IKE Tahun 2021 Kab.Bone lebih rendah 1,17% dibandingkan Kab. 

Wajo dan 6,01% dari Kab. Sinjai serta 2,81% dari Kab. 

2022 dan Capaian 2021 menujukkan bahwa Nilai rata

rendah dibandingkan dengan 

Kabupaten lain memiliki 2 jenis wilayah yaitu pesisir dan daratan sedangkan 

Kabupaten Bone memilliki 3 jenis wilayah yaitu pesisi, pegunungan dan 

dibandingkan dengan Kab. Sinjai dan 3.22% dari Kab. Maros

Adapun Capaian Kab. Bone Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja 

rata IKS sebesar 0,7459 Kab. Wajo sebesar 0,7

dan Kab. Maros sebesar 0,7767 hal ini menunjukaan 

rata IKS Tahun 2021 Kab. Bone lebih tinggi 0,91% 

dibandingkan Kab. Wajo namun lebih rendah 4,61% dibandingkan dengan Kab. 

Sinjai dan 3,08% dari Kab. Maros. 

Realisasi Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja 

-rata IKL sebesar  0,7732 Kab. Wajo sebesar 0,

Kab. Sinjai 0,7632 dan Kab. Maros sebesar 0,7033 menunjukkan bahwa 

rata IKL Kab.Bone Tahun 2022 lebih tinggi diba

, Kab. Sinjai dan Kab. Maros. Adapun Capaian Kab.Bone Tahun 2021 

nerja Tujuan/Sasaran Nilai Rata-rata IKL sebesar 

Kab. Wajo sebesar 0,6620, Kab. Sinjai 0,6975 dan Kab. Maros 

hal ini menunjukkan Capaian Nilai Rata-rata IKL Kab.Bone 

Tahun 2021 lebih tinggi 2,16% dibandingkan Kab. Wajo dan 5, 36% 

Maros, namun lebih rendah 1,39% dari Kab. Sinjai. 

Realisasi Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja 

-rata IKE sebesar  0,6380 Kab. Wajo sebesar 0,

Kab. Sinjai 0,6883 dan Kab. Maros sebesar 0,7094 menunjukkan bahwa 

rata IKE Kab.Bone Tahun 2022 lebih rendah 1,49% diba

dan 5,03% dari Kab Sinjai serta 7,14% dari Kab. Maros

Capaian Kab.Bone Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran 

KE sebesar 0,6013 dan Kab. Wajo sebesar 0,6130, Kab. Sinjai 

0,6614 dan Kab. Maros sebesar 0,6294 hal ini menunjukkan Capaian Nilai 

rata IKE Tahun 2021 Kab.Bone lebih rendah 1,17% dibandingkan Kab. 

dan 6,01% dari Kab. Sinjai serta 2,81% dari Kab. Maros. Realisasi Tahun 

2022 dan Capaian 2021 menujukkan bahwa Nilai rata-rata IKE Kab. Bone lebih 

rendah dibandingkan dengan Kabupaten disekitarnya  hal ini terjadi karena di 

memiliki 2 jenis wilayah yaitu pesisir dan daratan sedangkan 

aten Bone memilliki 3 jenis wilayah yaitu pesisi, pegunungan dan 

Kab. Maros. 

Adapun Capaian Kab. Bone Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja 

Kab. Wajo sebesar 0,7386, 

dan Kab. Maros sebesar 0,7767 hal ini menunjukaan 

one lebih tinggi 0,91% 

dibandingkan Kab. Wajo namun lebih rendah 4,61% dibandingkan dengan Kab. 

Realisasi Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja 

sebesar 0,6817, 

menunjukkan bahwa 

lebih tinggi dibandingkan 

. Adapun Capaian Kab.Bone Tahun 2021 

rata IKL sebesar 

6620, Kab. Sinjai 0,6975 dan Kab. Maros 

rata IKL Kab.Bone 

dan 5, 36% dari Kab. 

Realisasi Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja 

Kab. Wajo sebesar 0,6529, 

menunjukkan bahwa 

rata IKE Kab.Bone Tahun 2022 lebih rendah 1,49% dibandingkan 

dan 5,03% dari Kab Sinjai serta 7,14% dari Kab. Maros. Adapun 

Capaian Kab.Bone Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran 

6130, Kab. Sinjai 

hal ini menunjukkan Capaian Nilai 

rata IKE Tahun 2021 Kab.Bone lebih rendah 1,17% dibandingkan Kab. 

Realisasi Tahun 

rata IKE Kab. Bone lebih 

hal ini terjadi karena di 

memiliki 2 jenis wilayah yaitu pesisir dan daratan sedangkan 

aten Bone memilliki 3 jenis wilayah yaitu pesisi, pegunungan dan 
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daratan.Sehingga akses ekonomi di wilayah pegunungan sangat sulit 

dibandingkan dengan wilayah pesisir dan daratan.

 

 

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja 

dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar 

pencapaian capaian kinerja sebagai berikut

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Sehingga akses ekonomi di wilayah pegunungan sangat sulit 

dibandingkan dengan wilayah pesisir dan daratan. 

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja 

dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar 

capaian kinerja sebagai berikut: 

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Sehingga akses ekonomi di wilayah pegunungan sangat sulit 

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja 

dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar 
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Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Keberhasilan dan Kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Sasaran Strategis 
Indikator  
Kinerja

Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Sosial ( IKS ) Desa 

 

 Nilai Rata 
rata IKS 

Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Ekonomi ( IKE ) 
Desa 

 

 Nilai Rata 
rata IKE 

Meningkatnya Indeks 
Ketahanan 
Lingkungan/Ekologi ( IKL ) 
Desa 

 

 Nilai Rata 
rata IKL 

Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Urusan DPMD 

 

 Predikat Nilai 
Sakip oleh 
APIP 

RATA-RATA  
Sumber Data : Data di olah Oleh Dinas PMD Tahun 202

Pengukuran Kinerja Keberhasilan dan Kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Indikator  
Kinerja 

% 
Capaian 

Rata-rata 
Capaian 

>110 90=<s/d<110
Sangat 

Berhasil 
Berhasil

 110%  

Nilai Rata – 
rata IKS  

106%   

 110%  

Nilai Rata – 
rata IKE  

116%   

 110%  

Nilai Rata – 
 

116%   

 110%  

Predikat Nilai 
Sakip oleh 

104%   

110%   
Data di olah Oleh Dinas PMD Tahun 2023

Pengukuran Kinerja Keberhasilan dan Kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 

Predikat 
90=<s/d<110 60=<s/d<90 <60 

Berhasil 
Cukup 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 
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Berdasarkan data pada tabel

bahwasecara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

kategori Berhasil dan Sangat Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator 

kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

Dari tabel 3.6

Meningkatnya Indeks 

nilai rata-rata IKS menunjukkan predikat 

nilai capain rata-rata 106%

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut: 

 Nilai Rata – rata IKS

Definisi: Dalam pengukuran Variabel IKS terdiri dari 4 di mensi 

yaitu Dimensi Modal Sosial yang yaitu “memiliki solidaritas sosial 

dan rasa toleransi didalam kehidupan masyarakat, adanya rasa 

aman bagi masyarakat yang bermukim di desa, memiliki prioritas 

terhadap kesejahteraan sosial”, Dimensi Kesehatan  yaitu 

“memiliki sarana pelayanan kesehatan yang dapat di manfaatkan 

oleh masyarakat desa, adanya keberdayaan masyarakat untuk 

pemenuhan aspek kesehatan, kepemilikan dan penggunaan 

jaminan kesehatan oleh masayarakat d

yaitu “adanya akses ke pendidikan dasar dan menengah bagi 

masyarakat desa, adanya akses ke pendidikan non formal bagi 

masyarakat desa, adanya akses bagi masyarakat desa untuk 

Berdasarkan data pada tabel 3.6 diatas, dapat disimpulkan 

bahwasecara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 202

Berhasil dan Sangat Berhasil. 

lisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator 

kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:  

Dari tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran 

tnya Indeks Ketahanan Sosial  (IKS) Desa dengan indikator 

rata IKS menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai 

rata 106% 

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:  

rata IKS 

Dalam pengukuran Variabel IKS terdiri dari 4 di mensi 

yaitu Dimensi Modal Sosial yang yaitu “memiliki solidaritas sosial 

dan rasa toleransi didalam kehidupan masyarakat, adanya rasa 

aman bagi masyarakat yang bermukim di desa, memiliki prioritas 

sejahteraan sosial”, Dimensi Kesehatan  yaitu 

“memiliki sarana pelayanan kesehatan yang dapat di manfaatkan 

oleh masyarakat desa, adanya keberdayaan masyarakat untuk 

pemenuhan aspek kesehatan, kepemilikan dan penggunaan 

jaminan kesehatan oleh masayarakat desa”, Dimensi Pendidikan 

yaitu “adanya akses ke pendidikan dasar dan menengah bagi 

masyarakat desa, adanya akses ke pendidikan non formal bagi 

masyarakat desa, adanya akses bagi masyarakat desa untuk 

diatas, dapat disimpulkan 

bahwasecara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis 

tahun 2022 dalam 

lisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator 

di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran 

Ketahanan Sosial  (IKS) Desa dengan indikator 

yang mempunyai 

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

Dalam pengukuran Variabel IKS terdiri dari 4 di mensi 

yaitu Dimensi Modal Sosial yang yaitu “memiliki solidaritas sosial 

dan rasa toleransi didalam kehidupan masyarakat, adanya rasa 

aman bagi masyarakat yang bermukim di desa, memiliki prioritas 

sejahteraan sosial”, Dimensi Kesehatan  yaitu 

“memiliki sarana pelayanan kesehatan yang dapat di manfaatkan 

oleh masyarakat desa, adanya keberdayaan masyarakat untuk 

pemenuhan aspek kesehatan, kepemilikan dan penggunaan 

esa”, Dimensi Pendidikan 

yaitu “adanya akses ke pendidikan dasar dan menengah bagi 

masyarakat desa, adanya akses ke pendidikan non formal bagi 

masyarakat desa, adanya akses bagi masyarakat desa untuk 
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peningkatan pengetahuan”  dan Dimensi Pemukiman 

yaitu“adanya akses tersediaan air bersih dan listrik tempat tinggal 

masyarakat desa, memiliki akses dan pengelolaan sanitasi di 

dalam kehidupan masyarakat sehari 

masyarakat desa untuk aspek informasi dan komunikasi

Pada tabel ikhtisar capaian

indicator nilai rata

106%  dengan realisasi sebesar 0,7

karena:  

1. Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, 

Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh 

stakeholder terkait

 

 

 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan 

IKS  antara lain:

1. Meningkatkan dimensi variabel IKS yaitu di bidang Kesehatan, 

bidang pendidikan, Modal Sosial dan Permukiman. 

 

 

 

Dari tabel 3.6

Meningktanya Indeks 

indikator nilai rata

yang mempunyai nilai capain rata

peningkatan pengetahuan”  dan Dimensi Pemukiman 

anya akses tersediaan air bersih dan listrik tempat tinggal 

masyarakat desa, memiliki akses dan pengelolaan sanitasi di 

dalam kehidupan masyarakat sehari – hari, adanya akses 

masyarakat desa untuk aspek informasi dan komunikasi 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

indicator nilai rata-rata IKS dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 

dengan realisasi sebesar 0,7711 dari target 0,72

Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, 

Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh 

stakeholder terkait 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan 

antara lain: 

Meningkatkan dimensi variabel IKS yaitu di bidang Kesehatan, 

bidang pendidikan, Modal Sosial dan Permukiman.  

Dari tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran 

Meningktanya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa dengan 

indikator nilai rata-rata IKE menunjukkan predikat Sangat 

yang mempunyai nilai capain rata-rata 116%. 

Dokumen Indeks Ketahanan 
Sosial (IKS) Desa Kabupaten 
Bone Tahun 2022 dapat 
dengan memindai Kode QR di 
samping 

peningkatan pengetahuan”  dan Dimensi Pemukiman 

anya akses tersediaan air bersih dan listrik tempat tinggal 

masyarakat desa, memiliki akses dan pengelolaan sanitasi di 

hari, adanya akses 

 

kinerja terlihat bahwa, capaian 

yaitu tercapai 

dari target 0,7282 hal ini 

Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, 

Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Nilai 

Meningkatkan dimensi variabel IKS yaitu di bidang Kesehatan, 

atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran 

Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa dengan 

Sangat Berhasil 

Dokumen Indeks Ketahanan 
Sosial (IKS) Desa Kabupaten 
Bone Tahun 2022 dapat diakses 
dengan memindai Kode QR di 
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Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan 

kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

 Nilai Rata-rata IKE

Definisi: Pada Variabel IKE ini diukur melalui Dimensi Ekonomi 

yaitu  Keragaman Produksi Masyarakat Desa, tersedianya pusat 

pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses

lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi serta 

keterbukaan wilayah.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

indicator nilai rata

tercapai 116%

hal ini karena: 

1. Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, 

Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh 

stakeholder terkait

 

 

 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan 

IKE  antara lain:

1.  Meningkatkan dimensi variabel IKE yaitu di bidang Ekonomi

yang terdiri dari keragaman produksi, perdagangan, akses 

distribusI dan akses kredit

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan 

kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut: 

rata IKE 

Pada Variabel IKE ini diukur melalui Dimensi Ekonomi 

yaitu  Keragaman Produksi Masyarakat Desa, tersedianya pusat 

pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses

lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi serta 

keterbukaan wilayah. 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

indicator nilai rata-rata IKE dalam kategori sangat berhasil

%  dengan realisasi sebesar 0,6380 dari target 0,54

hal ini karena:  

Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, 

Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh 

stakeholder terkait 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan 

antara lain: 

Meningkatkan dimensi variabel IKE yaitu di bidang Ekonomi

yang terdiri dari keragaman produksi, perdagangan, akses 

distribusI dan akses kredit 

Dokumen Indeks Ketahanan 
Ekonomi (IKE) Desa Kabupaten 
Bone Tahun 2022 dapat 
diakses dengan memindai Kode 
QR di samping 

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

Pada Variabel IKE ini diukur melalui Dimensi Ekonomi 

yaitu  Keragaman Produksi Masyarakat Desa, tersedianya pusat 

pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke 

lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi serta 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

berhasil, yaitu 

dari target 0,5477 

Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, 

Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Nilai 

Meningkatkan dimensi variabel IKE yaitu di bidang Ekonomi 

yang terdiri dari keragaman produksi, perdagangan, akses 

Dokumen Indeks Ketahanan 
) Desa Kabupaten 

Bone Tahun 2022 dapat 
engan memindai Kode 
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Dari tabel 3.6

Meningkatnya Indeks 

dengan indikator nilai rata

Berhasil yang mempunyai nilai capain rata

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

kegagalan capaian indikator kinerja sebagai 

 Nilai Rata-rata IKL

Definisi: Pada Variabel IKL ini diukur melalui Dimensi Ekologi yaitu  

Kualitas Lingkungan, Potensi Rawan Bencana dan tanggap 

bencana. 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

indicator nilai rata

Tercapai 116%

0,6638  hal ini karena: 

1. Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, 

Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh 

stakeholder terkait

                                          

 

 

Dari tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran 

Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi  (IKL) Desa 

dengan indikator nilai rata-rata IKL menunjukkan predikat 

yang mempunyai nilai capain rata-rata 116%. 

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut: 

rata IKL 

Pada Variabel IKL ini diukur melalui Dimensi Ekologi yaitu  

Kualitas Lingkungan, Potensi Rawan Bencana dan tanggap 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

indicator nilai rata-rata IKL dalam kategori sangat berhasil

116%  dengan realisasi sebesar 0,7732 dari target 

0,6638  hal ini karena:  

Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, 

Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh 

stakeholder terkait 

 

Dokumen Indeks Ketahanan 
Lingkungan (IKL) Desa 
Kabupaten Bone Tahun 2022 
dapat diakses dengan 
memindai Kode QR di samping

di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran 

Ketahanan Lingkungan/Ekologi  (IKL) Desa 

rata IKL menunjukkan predikat Sangat 

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

Pada Variabel IKL ini diukur melalui Dimensi Ekologi yaitu  

Kualitas Lingkungan, Potensi Rawan Bencana dan tanggap 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

berhasil, yaitu 

dengan realisasi sebesar 0,7732 dari target 

Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, 

Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh 

Dokumen Indeks Ketahanan 
) Desa 

Kabupaten Bone Tahun 2022 
dapat diakses dengan 
memindai Kode QR di samping 
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Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan 

IKL  antara lain:

1. Meningkatkan dimensi variabel IKL yaitu di bidang 

Lingkungan/Ekologi 

tanggap bencana

 

Dari tabel 3.6 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD

Nilai Sakip oleh APIP menunjukkan predikat 

capain rata-rata 104%. 

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

 Predikat Nilai Sakip oleh APIP

Definisi: Evaluasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, 

pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta 

pemberian solusi atas masalah yang di temukan untuk tujuan 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat Daerah Kabupaten Bone pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2022

Inpektur Kabupaten Bone Nomor 700/704

2022. 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

indicator predikat nilai Sakip oleh 

yaitu 104*% dengan realisasi

Evaluasi terhadap 5 (lima) komponen 

perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan 

antara lain: 

Meningkatkan dimensi variabel IKL yaitu di bidang 

ngkungan/Ekologi yang terdiri dari dimensi potensi dan 

tanggap bencana 

 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD dengan indikator Predikat 

Nilai Sakip oleh APIP menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai nilai 

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut: 

Predikat Nilai Sakip oleh APIP 

Evaluasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, 

pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta 

pemberian solusi atas masalah yang di temukan untuk tujuan 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh 

rat Daerah Kabupaten Bone pada Dinas Pemberdayaan 

at dan Desa Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan surat tugas 

Inpektur Kabupaten Bone Nomor 700/704/133/III/2022 tanggal 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

predikat nilai Sakip oleh  APIP dalam kategori sangat berhasil

dengan realisasi A dari target BB hal ini karena:  

Evaluasi terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang 

perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Nilai 

Meningkatkan dimensi variabel IKL yaitu di bidang 

dimensi potensi dan 

di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran 

dengan indikator Predikat 

unyai nilai 

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan 

Evaluasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, 

pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta 

pemberian solusi atas masalah yang di temukan untuk tujuan 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh 

rat Daerah Kabupaten Bone pada Dinas Pemberdayaan 

berdasarkan surat tugas 

tanggal 18 Maret 

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian 

sangat berhasil, 

 

manajemen kinerja yang meliputi: 

perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja 
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telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh 

APIP. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan 

APIP antara lain: 

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja 

(RENSTRA, REN

2. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja

3. Melakukan perbaikan terhadap LAKIP/LKj

4. Melakukan perbaikan terhadap 

5. Melakukan perbaikan terhadap Perncapaian Kinerja

 

 

 

 

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang 

dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam 

Dokumen Pelaksanaan anggaran 202

kegiatan dan sub kegaitan 

sasaran organisasi. 

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam 

suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka 

prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel u

efisiensi sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan: 

 

Analisis atau Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Predikat Nilai SAKIP oleh

Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja 

(RENSTRA, RENJA, PK, dan IKU) 

Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Melakukan perbaikan terhadap LAKIP/LKj 

Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Melakukan perbaikan terhadap Perncapaian Kinerja 

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan/

strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sumber 

daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam 

Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program

dan sub kegaitan  dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi.  

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam 

suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka 

prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis 

efisiensi sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:  

Analisis atau Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 

at Nilai SAKIP oleh 

Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja 

Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja 

pelaksanaan Evaluasi Kinerja 

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas 

tujuan/sasaran 

strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang 

adalah sumber 

daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam 

untuk melaksanakan program, 

tujuan dan 

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam 

suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka 

ntuk menganalisis 

efisiensi sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Analisis atau Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 
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Tabel 3.

Tujuan/ Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Kinerja

Target Realisasi

A B C D 

Meningkatnya 

Indeks Ketahanan 

Sosial ( IKS ) Desa 

Nilai Rata – 

rata IKS  

0,7282 0,7711

Meningkatnya 

Indeks Ketahanan 

Ekonomi ( IKE) Desa 

Nilai Rata – 

rata IKE  

0,5477 0,6380

Meningkatnya 

Indeks Ketahanan 

Lingkungan/Ekologi 

( IKL ) Desa 

Nilai Rata – 

rata IKL 

0,6638 0,7732

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Urusan 

DPMD 

Predikat 

Nilai Sakip 

oleh APIP 

BB A 

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 202

Tabel 3.7 Efesiensi Sumber Daya Kinerja dan Anggaran

Kinerja Anggaran 

Realisasi Capaian (%) Pagu Realisasi 

 E  

(d/c x100%) 

F G 

711 106% 3,578,296,585 3,543,670,932 

380 116% 1,189,797,204 1,189,737,054 

7732 116% 313,217,630 313,217,630 

 104% 9,428,908,924 8,665,667,650 

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 2023 

Efesiensi Sumber 

Daya 

% 
Capaian (%) 

H  

(g/f x 100%) 

I  

 

99,03 93,42 

99,99 86,19 

99,99 86,19 

91,90 88,36 
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Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

(anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka 

dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan 

Masyarakat dan Desa

penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu: 

1. Indikator nilai rata

capaian anggaran 99,03% menunjukkan bahwa efesiensi 

anggaran 98,99

93,42%. 

2. Indikator nilai rata

capaian anggaran 99,99%, menunjukkan bahwa efesiensi 

anggaran  98,99% dan efesien pengg

86,19%. 

3. Indikator nilai rata

capaian anggaran 99,99%, menunjukkan bahwa efesiensi 

anggaran 98,99% dan efesien pengg

86,19%. 

4. Indikator Predikat Nilai Sakip oleh

104% dan capaian anggaran 91,90%, menunjukkan bahw

efesiensi anggaran 99,98% dan efesien pengg

sebesar 88,36

 

 

 

Analisis terhadap program/

dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

Analisis Program/Keg
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

erdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka 

dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas 

penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:  

Indikator nilai rata-rata IKS dengan capaian kinerja 106% dan 

capaian anggaran 99,03% menunjukkan bahwa efesiensi 

99% dan efesien penggunaan sumber daya sebesar 

Indikator nilai rata-rata IKE dengan capaian kinerja 116% dan 

capaian anggaran 99,99%, menunjukkan bahwa efesiensi 

anggaran  98,99% dan efesien penggunaan sumber daya sebesar 

Indikator nilai rata-rata IKL dengan capaian kinerja 116% dan 

capaian anggaran 99,99%, menunjukkan bahwa efesiensi 

98,99% dan efesien penggunaan sumber daya sebesar 

Indikator Predikat Nilai Sakip oleh APIP dengan capaian kinerja 

% dan capaian anggaran 91,90%, menunjukkan bahw

efesiensi anggaran 99,98% dan efesien penggunaan sumber daya 

88,36%. 

Analisis terhadap program/ kegiatan/ Sub Kegiatan yang 

dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang 
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 

erdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka 

Dinas Pemberdayaan 

terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas 

rata IKS dengan capaian kinerja 106% dan 

capaian anggaran 99,03% menunjukkan bahwa efesiensi 

naan sumber daya sebesar 

rata IKE dengan capaian kinerja 116% dan 

capaian anggaran 99,99%, menunjukkan bahwa efesiensi 

naan sumber daya sebesar 

aian kinerja 116% dan 

capaian anggaran 99,99%, menunjukkan bahwa efesiensi 

naan sumber daya sebesar 

APIP dengan capaian kinerja 

% dan capaian anggaran 91,90%, menunjukkan bahwa 

naan sumber daya 

Sub Kegiatan yang 

dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai 

atan/Sub Kegiatan yang Menunjang 
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Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiata

Sasaran Strategis 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
(%) 

Meningkatnya 
Indeks Ketahanan 
Sosial ( IKS ) Desa 

Nilai Rata – 
rata IKS  

106% Program 
Administrasi
Pemerintahan Desa

   Kegiatan Pembinaan 
dan Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa

   Sub Kegiatan 
Pembinaan 
Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintahan Desa

 

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  yang Menunjang Keberhasilan/KegagalanPencapaian Kinerja

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Target 
(%) 

Realisasi 
(%)

Program 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 
yang Baik 

100 100

Kegiatan Pembinaan 
dan Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Persentase 
Ketetapan 
Penyampaian 
Dokumen 
Administrasi 
Pemerintahan, 
Keuangan dan Aset 
Desa 

100 100

Sub Kegiatan 
Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Jumlah Jumlah 
Dokumen 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

328 328

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa 

Jumlah Dokumen 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 

984 984

Sub Kegiatan 
Pembinaan 
Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintahan Desa 

Jumlah Aparatur 
Pemerintah Desa 
yang Mengikuti 
Pembinaan 
Peningkatan 
Kapasitas 

833 833 

yang Menunjang Keberhasilan/KegagalanPencapaian Kinerja 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

Rencana Tindak 
Lanjut 

100 100  

100 100  

328 100 Pembinaan 
administrasi 
Pemerintahan 
desa 

984  100 Perbaikan 
jaringan di Dinas 
Kominfo 

 100 Bimbingan Teknis 
aparatur 
pemerintah desa
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   Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Pemilihan, 
Pengangkatan dan 
Pemberhentian 
Kepala Desa

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Penyusunan 
Profil Desa

Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Pemilihan, 
Pengangkatan dan 
Pemberhentian 
Kepala Desa 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Penyelenggaraan 
Pemilihan, 
Pengangkatan dan 
Pemberhentian 
Kepala Desa 

141 1

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Penyusunan 
Profil Desa 

Jumlah Dokumen  
Profil Desa 

1 

141 100 Penyelesaian 
masalah melalui 
tim khusus 

1 100  Peningkatan 
pemahaman 
perangkat desa
tentang tupoksi 
masing- masing 
perangkat 
 Monitoring dan 

evaluasi oleh 
pemerintah 
kabupaten dan 
kecamatan 
perlu 
ditingkatkan 

 Menciptakan 
kesadaran bagi
pemerintah 
desa akan 
pentingnya 
proses update 
data profil desa 
masing-masing 
dalam aplikasi
prodeskel 

41



 

 

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Pengelolaan 
Aset Desa

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Evaluasi 
Perkembangan Desa 
serta Lomba Desa 
dan Kelurahan

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Pengelolaan 
Aset Desa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Aset Desa 

328 328

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Evaluasi 
Perkembangan Desa 
serta Lomba Desa 
dan Kelurahan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Evaluasi 
Perkembangan 
Desa dan serta 
Lomba Desa dan 
Kelurahan 

3 

328 100 Bimbingan teknis
terkait 
penyusunan asset
desa 

3 100  Peningkatan 
pemahaman 
perangkat desa
tentang tupoksi 
masing- masing 
perangkat desa

 Monitoring dan 
evaluasi oleh 
pemerintah 
kabupaten dan 
kecamatan 
perlu 
ditingkatkan 

 Menciptakan 
kesadaran bagi
pemerintah 
desa akan 
pentingnya 
evaluasi 
perkembangan
desa dan juga 
keikutsertaan 
dalam 
perlombaan 
desa sehingga 
menjadi tolak 
ukur 
keberhasilan 
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   Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat

   Kegiatan 
Pemberdayaan 
Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa 
dan Lembaga Adat 
Tingkat Daerah 
Provinsi serta 
Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum 
Adat yang Masyarakat 
Pelakunya Hukum 
Adat yang sama 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

Persentase 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa, Lembaga 
Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat yang Aktif 

100 100

Kegiatan 
Pemberdayaan 
Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa 
dan Lembaga Adat 
Tingkat Daerah 
Provinsi serta 
Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum 
Adat yang Masyarakat 
Pelakunya Hukum 
Adat yang sama 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Cakupan Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa dan Lembaga 
Adat yang di 
berdayakan 

100 100

pemerintah 
desa itu sendiri.

100 100  

 

 

 

 
100 100  
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   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Penataan, 
Pemberdayaan dan 
Pendayagunaan 
Kelembagaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/ Kelurahan  (RT, 
RW, PKK, Posyandu, 
LPM, dan Karang 
Taruna), 
Adat Desa/Kelurahan 
dan Masyarakat 
Hukum Adat

   Sub Kegiatan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan 
(RT,RW,PKK, 
Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), 
Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum 
Adat.

Meningkatnya 
Indeks Ketahanan 
Ekonomi ( IKE ) 
Desa 

Nilai Rata – 
rata IKE  

116% Program 
Administrasi
Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Penataan, 
Pemberdayaan dan 
Pendayagunaan 
Kelembagaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/ Kelurahan  (RT, 
RW, PKK, Posyandu, 
LPM, dan Karang 
Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan 
dan Masyarakat 
Hukum Adat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penataan, 
Pemberdayaan dan 
Pendayagunaan 
Kelembagaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/ Kelurahan  
(RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), 
Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

1 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan 
(RT,RW,PKK, 
Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), 
Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum 
Adat. 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/ Kelurahan  
(RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), 
Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum 
Adat yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

2 

Program 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

100 100

1 100 Meningkatkan 
Penataan 
Kelembagaan 
masyarakat 

2 100 Meningkatkan 
frekuensi 
pendampingan di 
desa dalam hal 
penataan 
Kelembagaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan
Desa 

100 100  
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   Kegiatan Pembinaan 
dan Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa

   Sub Kegiatan 
Pembinaan dan 
Pemberdayaan BUM 
Desa dan Lembaga 
Kerja 
Desa

yang Baik 
Kegiatan Pembinaan 
dan Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Persentase 
Ketetapan 
Penyampaian 
Dokumen 
Administrasi 
Pemerintahan, 
Keuangan dan Aset 
Desa 

100 100

Sub Kegiatan 
Pembinaan dan 
Pemberdayaan BUM 
Desa dan Lembaga 
Kerja Sama antar 
Desa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pembinaan 
dan Pemberdayaan 
BUM Desa dan 
Lembaga Kerja 
Sama Antar Desa 

1 

100 100  

1 100  Meningkatkan 
kegiatan 
monitoring, 
evaluasi dan 
Pembinaan 

 kajian atau 
analisis 
terhadap 
potensi 
pengembangan 
usaha BUMDES 
sebelum 
menentukan 
jenis usaha 

 Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Manusia bagi 
pengurus 
BUMDES 
melalui 
Pelatihan, 
Bimtek dan 
Orientasi 

45



 

 

   Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat

   Kegiatan 
Pemberdayaan 
Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa 
dan Lembaga Adat 
Tingkat Daerah 
Provinsi serta 
Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum 
Adat yang Masyarakat 
Pelakunya Hukum 
Adat yang sama 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

Persentase 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa, Lembaga 
Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat yang Aktif 

100 100

Kegiatan 
Pemberdayaan 
Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa 
dan Lembaga Adat 
Tingkat Daerah 
Provinsi serta 
Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum 
Adat yang Masyarakat 
Pelakunya Hukum 
Adat yang sama 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Cakupan Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa dan Lembaga 
Adat yang 
diberdayakan 

100 100

Lapangan 
sesuai dengan 
jenis Usaha 
yang dikelola 
BUMDES. 

100 100  

 

 

 

 
100 100  
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   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Pemerintah 
Desa dalam 
Pemanfaatan 
Teknologi 

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Tim 
Penggerak PKK 
dalam 
Penyelenggaraan 
Gerakan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kesejahteraan 
Keluarga

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Pemerintah 
Desa dalam 
Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
Pemerintah Desa 
dalam Pemanfaatan 
Teknologi Tepat 
Guna 

1 

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Tim 
Penggerak PKK 
dalam 
Penyelenggaraan 
Gerakan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi Tim 
Penggerak PKK 
dalam 
Penyelenggaraan 
Gerakan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 

1 

1 100 Peningkatan 
kapasitas bagi 
pengurus 
Posyantek di desa

1 100 Pembinaan, 
Monev, 
Peningkatan 
Wawasan serta 
koordinasi 
sehingga bias 
terlaksananya 
Pembinaan 
Pemberdayaan 
Kesejahteraan 
Keluarga dalam 
kegiatan ekonomi
produktif 
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Meningkatnya 
Indeks Ketahanan 
Lingkungan/Ekolog
i ( IKL ) Desa 

Nilai Rata – 
rata IKL 

116% Program 
Peningkatan 
Kerjasama Desa

   Kegiatan Fasilitasi 
Kerjasama Antar 
Desa

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Kerjasama 
Antar Desa dalam 
Kabupaten/ Kota

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi 
Pembangunan 
Kawasan Perdesaan

Program 
Peningkatan 
Kerjasama Desa 

Persentase 
Pelaksanaan 
Kerjasama Antar 
Desa 

100 100

Kegiatan Fasilitasi 
Kerjasama Antar 
Desa 

Persentase 
Pelaksanaan 
Kerjasama Antar 
Desa 

100 100

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Kerjasama 
Antar Desa dalam 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Dokumen 
Kerja Sama Antar 
Desa dalam 
Kabupaten/ Kota 

5 

Sub Kegiatan 
Fasilitasi 
Pembangunan 
Kawasan Perdesaan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 
Pembangunan 
Kawasan Perdesaan 

5 

100 100  

100 100  

5 100 Peningkatan 
kapasitas bagi 
aparat pemerintah 
desa dalam hal 
pemahaman 
tupoksi serta 
memaksimalkan 
fungsi dan peran 
para pendamping 
profesional 
terutama 
pendamping lokal
desa 

5 100 Pendampingan 
dalam 
pengembangan 
kawasan 
perdesaan 
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   Program 
Administrasi
Pemerintahan Desa

   Kegiatan Pembinaan 
dan 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Penyusu
Perencanaan 
Pembangunan Desa

Program 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 
yang Baik 

100 100

Kegiatan Pembinaan 
dan Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Persentase 
Ketetapan 
Penyampaian 
Dokumen 
Administrasi 
Pemerintahan, 
Keuangan dan Aset 
Desa 

100 100

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan Desa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan Desa 

177 177

100 100  

100 100  

177 100  Peningkatanpe
mahaman 
perangkat desa 
tentang tupoksi 
masing- masing 
perangkat desa

 Monitoring dan 
evaluasi oleh 
pemerintah 
kabupaten dan 
kecamatan 
perlu 
ditingkatkan 

 Memaksimalkan
pendamping 
professional 
harus intensif 
dalam 
memberikan 
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Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Urusan 
DPMD 

Predikat Nilai 
Sakip oleh 
APIP 

100% Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota

   Kegiatan 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 
Penyususna Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Rata-
rata Capaian 
Kinerja Indikator 
Program Teknis 
Perangkat Daerah 

600 600

Kegiatan 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

100 100

Sub Kegiatan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

5 

Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 
Penyususna Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 

2 

fasilitasi dalam 
membuat 
dokumen 
perencanaan di 
desa 

600 100  

 

 

100 100  

5 100  

2 100  
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   Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah

   Sub Kegiatan 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN

   Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah

   Sub Kegiatan 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor

Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Penyusunan 
Dokumen Pelaporan 
Keuangan Periodik 
Perangkat Daerah 
secara Tepat Waktu 

100 100

Sub Kegiatan 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

100 100

Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelayanan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

100 100

Sub Kegiatan 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

12 

100 100  

100 100  

100 100  

 

 

 
12 100  
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   Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor

   Sub Kegiatan 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan

   Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan Perundang
Undangan 

   Sub Kegiatan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu

   Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

   Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

12 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

12 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan  

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

180 180

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

625 625

Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

200 200

Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

100 100

12 100  

12 100  

180 100  

625 100  

200 100  

 

 

 
100 100  
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   Sub Kegiatan 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya

   Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan 
Daerah

   Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa      
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik

   Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor
 

   Kegiatan 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang 
Disediakan 

3 

Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan Jasa 
Penunjang Urusan 
Perangkat Daerah 

100 100

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa      
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang disediakan 

36 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah  Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

12 

Kegiatan 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Perangkat Daerah 
dalam Kondisi Baik 

100 100

3 100  

100 100  

36 100  

12 100  

 

 

100 100  
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   Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
Atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

   Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional  atau 
Lapangan

   Sub Kegiatan 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya

   Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung
dan Bangunan 
Lainnya

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
Atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan 
Pajaknya 

3 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional  atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

3 

Sub Kegiatan 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

4 

Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

1 

3 100  

3 100  

4 100  

1 100  
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Berdasarkan tabel 3.

menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan 

hal sebagai berikut: 

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator 1: Nilai rata

dengan target 0,72

tercapai 106%. 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

Program : 

 Program Administrasi Pemerintahan Desa

 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat dan Masyaraka

Kegiatan : 

 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa

 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 

 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa

 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

 Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan

Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel 3.8 tentang analisa program/kegiatan yang 

menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan 

hal sebagai berikut:  

Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Nilai rata-rata IKS 

0,7282 telah Berhasil tercapai sebesar 0,7

%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan: 

Program Administrasi Pemerintahan Desa 

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat dan Masyarakat Hukum Adat 

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

 : 

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pemerintahan Desa 

tentang analisa program/kegiatan yang 

menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan 

Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan 

 

0,7711 atau 

Indikator ini dapat terlaksana melalui 

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah 

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi 

Kapasitas Aparatur 
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 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa

 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

 Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkemba

Lomba Desa dan Kelurahan

 Sub Kegiatan 

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ 

Kelurahan  (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

 Sub Kegiatan PeningkatanKapasitas Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, 

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat.

 

 

Indikator 2 : Nilai rata

dengan target 0,547

atau tercapai 116

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

Program : 

 Program Administrasi Pemerintahan Desa

 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat dan Masyarakat Huk

Kegiatan : 

 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 

Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta 

Lomba Desa dan Kelurahan 

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ 

Kelurahan  (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

ub Kegiatan PeningkatanKapasitas Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, 

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat. 

Nilai rata-rata IKE 

0,5477 telah Sangat Berhasil tercapai sebesa

atau tercapai 116%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan : 

Program Administrasi Pemerintahan Desa 

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat dan Masyarakat Hukum Adat 

  

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 

ngan Desa serta 

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ 

Kelurahan  (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Adat 

ub Kegiatan PeningkatanKapasitas Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, 

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

tercapai sebesar 0,6380 

Indikator ini dapat terlaksana melalui 

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
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 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 

 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan 

Lembaga Kerja Sama antar Desa

 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepa

 Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga

 

 

Indikator 3 : Nilai rata

dengan target 0,66

atau tercapai 1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

Program  : 

 Program Peningkatan Kerjasama Desa

 Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan : 

 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 

Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

 : 

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan 

Lembaga Kerja Sama antar Desa 

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna 

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Nilai rata-rata IKL 

0,6638 telah Sangat Berhasil tercapai sebesar 

116%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan : 

Program Peningkatan Kerjasama Desa 

Administrasi Pemerintahan Desa 

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa 

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah 

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan 

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 

tercapai sebesar 0,7732 

Indikator ini dapat terlaksana melalui 

Penyelenggaraan 

57



 

Sub Kegiatan 

 Sub Kegiatan 

Kabupaten/ Kota

 Sub Kegiatan 

 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusu

Pembangunan

 

 

Indikator 4 :Predikat Nilai Sakip oleh APIP

dengan target BB 

104%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan : 

Program : 

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Kegiatan : 

 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

 

 : 

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam 

Kabupaten/ Kota 

Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Predikat Nilai Sakip oleh APIP 

B telah Berhasil tercapai sebesar A atau tercapai

tor ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah  

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

tahan Daerah 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam 

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 

nan Perencanaan 

sebesar A atau tercapai 

tor ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
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Sub Kegiatan 

 Sub Kegiatan Penyusunan

Daerah 

 Sub Kegiatan Koordinasi 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 Sub Kegiatan Penyediaan

 Sub Kegiatan Penyediaan

 Sub Kegiatan Penyediaan

 Sub Kegiatan Penyediaan

 Sub Kegiatan Penyediaan

Perundang-Undangan

 Sub Kegiatan Fasilitasi

 Sub Kegiatan

SKPD 

 Sub Kegiatan Pengadaan

 Sub Kegiatan Penyediaan

dan Listrik 

 Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor

 Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

 Penyediaan Jasa 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional  atau Lapangan

 Sub Kegiatan PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya

 Sub KegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada 

 : 

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

ub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Undangan 

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air 

Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor

Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional  atau Lapangan

Sub Kegiatan PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya

Sub KegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Upaya Perbaikan Berikutnya  

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 202

melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada 

Perangkat 

Laporan Capaian 

Peralatan dan PerlengkapanKantor 

Penggandaan 

Bahan Bacaan dan Peraturan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jasa Komunikasi, SumberDaya Air 

Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor 

Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional  atau Lapangan 

Sub Kegiatan PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya 

Sub KegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan 

pada tahun 2022 dengan 

melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada 
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beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kin

tahun berikutnya, yaitu:

 

 

 

a. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan desa

b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pegelolaan keuangan desa

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintahan desa

d. Melaksanakan 

pemberhentian kepala

e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa

f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan aset desa

g. Melaksanakan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta 

lomba desa dan 

h. Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan 

pendayagunaan kelembagaan 

Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat. 

i. Melaksanakan kegiatan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

 

 

 

beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kin

tahun berikutnya, yaitu: 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan desa 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi pegelolaan keuangan desa

Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintahan desa 

 kegiatan pemilihan, pengangkatan dan 

kepala desa 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan aset desa 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta 

 kelurahan 

Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan 

pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Melaksanakan kegiatan PeningkatanKapasitas Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. 

beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi pegelolaan keuangan desa 

Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur 

pemilihan, pengangkatan dan 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta 

Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

PeningkatanKapasitas Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 
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a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM de

dan lembaga kerjasama antar desa

b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam 

pemanfaatan teknologi tepat guna

c. Melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan 

gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

 

 

a. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam 

kabupaten/kota 

b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan 

c. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan 

pembangunan desa.

 

 

a. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Per

(RENSTRA, REN

b. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja

c. Melakukan perbaikan terhadap LAKIP/LKj

d. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja

e. Melakukan perbaikan terhadap Perncapaian Kinerja

 

 

 

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM de

dan lembaga kerjasama antar desa 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam 

pemanfaatan teknologi tepat guna 

Melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan 

gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam 

 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan 

pembangunan desa. 

Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja 

(RENSTRA, RENJA, PK, dan IKU) 

Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Melakukan perbaikan terhadap LAKIP/LKj 

Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Melakukan perbaikan terhadap Perncapaian Kinerja 

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam 

Melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan 

gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam 

Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan  

Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan 

encanaan Kinerja 

Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja 

Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja 
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Pagu anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Bone Tahun 202

14,510,220,343,- (Empat

Ratus Dua Puluh Ribu Tig

sebagaimana tabel sebagai berikut: 

Uraian 

Tujuan : 
Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

 

Sasaran 1. 
Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Sosial (IKS) 

 

Program:  
Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Rp. 

Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

Rp. 

Sasaran 2. 
Meningkatnya Indeks 
Ketahanan Ekonomi 
(IKE ) 

 

Program:  
Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Rp. 

Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

Rp. 122,859,650,

B.      REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar

Empat Belas Myliar Lima Ratus Sepuluh Juta Dua 

Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

sebagaimana tabel sebagai berikut:  

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran 

Jumlah (Rp) 

Anggaran Realisasi 

 

 

 
 3.390.293.545,- Rp 3.343.017.892,- 

Rp. 188.003.040,- Rp. 187.941.440,- 

 

 
Rp. 219.662.500,- Rp. 219.662.350,- 

Rp. 122,859,650,- Rp. 122,859,650,- 

REALISASI ANGGARAN 

Pagu anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

setelah perubahan sebesar Rp. 

Sepuluh Juta Dua 

Puluh Tiga Rupiah) 

% 

 

 

 
98,60% 

99,96% 

 

 
99,99% 

99,99% 
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Sasaran 3. 
Meningkatnya Indeks 
Ketahanan 
Lingkungan/Ekologi 
(IKL ) 

 

Program:  
Program Peningkatan 
Kerjasama Desa 

Rp. 

Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Rp. 

Sasaran 4. 
Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Urusan DPMD 

 

Program:  
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp. 

Total Rp. 

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 202

 

 
Rp. 186.835.100,- Rp. 186.835.100,- 

Rp. 126.382.530,- Rp. 126.382.530,- 

 

 
Rp. 9.428.908.924,- Rp. 8.665.567.650,- 

Rp. 14.510.220.343,- Rp. 13,699,481,666,- 
 

 

 

 

 

 

diolah oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 2023 

 

 
100% 

100% 

 

 
91,90% 
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Rata - rata capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebesar 120* dengan predika

Sosial sebesar 106% dengan

sebesar 116% dan Indeks

dengan predikat sangat berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan

baik Indeks Ketahanan 

Ketahanan Lingkungan/ Ekologi. Pada Indeks

kurangnya sinergitas antara

pendamping sehingga perlu

bidang Kesehatan, bidang Pendidikan

 Indeks Ketahanan Ekonomi yang diukur

keragaman produksi masyarakat

perdagangan, logistik Lembaga ekonomi d

Kabupaten masih perlu meningkatkan

Ekonomi. 

Indeks Ketahanan Lingkungan yang diukur

potensi rawan bencana dan tanggap

meningkatkan dalam tanggap

Lingkungannya. 

KESIMPULAN 

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

predika tberhasil yang didukung oleh Indeks Ketahanan 

Sosial sebesar 106% dengan predikat berhasil,  Indeks Ketahanan Ekonomi 

sebesar 116% dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi sebesar 116% 

predikat sangat berhasil. 

keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja

 Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks

Lingkungan/ Ekologi. Pada Indeks Ketahanan Sosial

antara pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah

perlu meningkatkan dimensi variabel IKS diantaranya

bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, modal sosial dan permukiman. 

Ketahanan Ekonomi yang diukur melalui dimensi ekonomi

masyarakat desa, tersedianya pusat pelayanan

Lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah 

meningkatkan dimensi variabel Indeks Ketahanan 

Lingkungan yang diukur dari kualitas lingkungan, 

bencana dan tanggap bencana sehingga Kab. Bone masih

tanggap bencana dan selalu mempertahankan

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Ketahanan 

Ketahanan Ekonomi 

sebesar 116% 

ator kinerja 

Ketahanan Ekonomi dan Indeks 

Sosial masih 

merintah desa dan 

IKS diantaranya 

 

ekonomi yaitu 

pelayanan 

 sehingga 

Ketahanan 

lingkungan, 

Kab. Bone masih pelu 

mempertahankan kualitas 
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A.       BAR KODE

Dokumen Peraturan Bupati 
No. 78 Tahun 2021  

Dokumen IKE Desa Tahun 
2022 

Dokumen IKL Desa Tahun 

Dokumen RENSTRA Tahun 
2018-2023 

 

  

BAR KODE 

Dokumen Perjanjian 
Kinerja Tahun 2022 

Dokumen IKS Desa Tahun 
2022

Dokumen IKL Desa Tahun 
2022 

Dokumen RENJA DPMD 
Tahun 2022

Dokumen RENSTRA Tahun Dokumen Laporan Hasil Evaluasi 
SAKIP DPMD Kab. Bone T.A 2021 

IKS Desa Tahun 
2022 

Dokumen RENJA DPMD 
Tahun 2022 
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B.       DOKUMENTASI KEGIATAN

  

DOKUMENTASI KEGIATAN 
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